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Pers dan Upaya Merawat Pluralisme di Sumut
Riset Berita Konflik Politik Gubernur Sumut 
dan Lawan-lawan Politiknya 

di harian Waspada, Analisa dan Sinar Indonesia Baru
Oleh: J Anto dan Pemilianna Pardede
 Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS)
Jika Koran dipandang sebagai sarana pembuat kekacauan, 

Koran pun dapat digunakan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban 

· Bertolt Brecht dalam Kumpulan Cerita 

Tentang Tuan Keuner (Geschicten Vom Kern Keune)
Realitas pluralitas suku, budaya, agama dan kepercayaan, merupakan salah satu modal sosial yang menjadikan warga hidup dalam kebersamaan. Pluralitas memang bukan untuk dikutuk, apalagi dijadikan sumber untuk meniadakan mereka yang dianggap “berbeda”. Salah satu wilayah geografis yang kerap dijadikan contoh untuk menampilkan wajah Indonesia yang pluralis adalah kota Medan, Sumatera Utara. Kota ini dihuni puluhan suku atau sub etnis seperti Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Cina, Jawa, Sunda, Madura, Nias, Tamil dsb. Medan bahkan kerap dijadikan barometer kondusifitas politik nasional. Kondusifitas politik tersebut minimal tergambar dari soliditas sosial yang terbangun diantara warga yang berbeda tanpa adanya letupan-letupan sosial yang berarti. 

Masih lekat dalam ingatan warga Medan ketika pada penghujung tahun 2000,  sejumlah bom meledak di beberapa gereja dan melukai puluhan umat yang tengah melakukan ibadah. Banyak pihak menilai aksi pengeboman tersebut merupakan upaya provokasi yang dilakukan untuk memecah soliditas keberagaman yang ada. Saat itu beberapa daerah di tanah air memang tengah diguncang “teror bom” yang mengoyak kohesi sosial yang telah lama terbangun. Teror bom juga muncul di Ambon, Poso, Kupang, Kalimantan dan Nganjuk (Jawa Timur). Jika di Ambon dan Poso teror bom mampu mengoyak konflik lanjutan di tingkat masyarakat, di Medan hal tersebut tidak membuat umat yang berbeda agama dan keyakinan terpancing untuk mengobarkan konflik horizontal. 

Walau harus juga diakui bahwa potensi konflik yang bersumber dari realitas pluralitas di Medan, juga di kota-kota lain yang memiliki keberagaman suku dan agama, bukanlah sebuah ilusi. Realitas pluralitas suku, agama dan kepercayaan, merupakan potensi konflik yang bersifat laten, yang suatu saat bisa menjelma  menjadi konflik terbuka. Khususnya jika ada pihak yang sengaja memantik dan memanfaatkan konteks sosial-politik yang mendukung bagi dikobarkannya konflik tersebut. 

Pers dan Rekostruksi Realitas Konflik 

Sebagaimana diketahui, dinamika politik di Sumatera Utara berlangsung sangat dinamis, khususnya paska dilantiknya Rudolf Pardede sebagai pejabat Gubernur Sumatera Utara menggantikan almarhum T Rizal Nurdin pada Februari 2006. Pengangkatan Rudolf Pardede menimbulkan perlawanan politik, khususnya dari Fraksi Partai Keadilan dan Sejahtera (FPKS) dan anggota parlemen dari Partai Bintang Reformasi (PBR), dan belakangan anggota parlemen dari PAN dan PPP. 
Perseteruan itu sendiri dilatarbelakangi dari dugaan pemberian surat keterangan palsu tentang ijazah SMA Rudolf yang dilaporkan hilang ke kepolisian. Surat keterangan itulah yang digunakan Rudolf mencalonkan diri sebagai cagub bersama Rizal Nurdin sebagai cagub pada pemilihan tahun 2004 silam. Ketika duet Rizal Nurdin – Rudolf Pardede terpilih, dan seiring dengan berjalannya duet kepemimpinan mereka, isu tersebut sempat tenggelam. Namun lawan-lawan politik Rudolf kembali mempersoalkan kasus tersebut sejak terjadinya musibah jatuhnya pesawat Mandala pada Oktober 2005, yang antara lain menewaskan Gubsu T Rizal Nurdin. Karena amanat UU Pemda No. 32 tahun 2004, Rudolf kemudian diangkat sebagai pengganti Rizal Nurdin, walau mendapat protes dari lawan-lawan politiknya.
Hingga kini, lawan-lawan politik Rudolf menilai bahwa telah terjadi diskriminasi hukum dan politik, karena kasus Rudolf terus digantung oleh pihak kejaksaan dan kepolisian. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rudolf, masih terus bolak-balik antara pihak kejaksaan dan kepolisian tanpa ada kepastia kapan kasus itu akan disidangkann, wala Rudolf sudah pernah menjalani pemerisaksaan di kepolisia.

Merasa ada kebuntuan hukum dan politik, lawan-lawan politik Rudolf kemudian menggunakan berbagai momentum politik untuk melawan Rudolf. Mulai dari aksi work out setiap kali ada pembahasan RAPBD atau pertanggunganjawab penggunaan APBD di dewan yang dihadiri Rudolf, kasus bantuan paket peralatan sekolah ke pesantren yang dinilai merupakan upaya kristeninasi oleh Ny Vera Tambunan (isteri Rudolf Pardede), penggunaan asrama haji Medan untuk sebagian peserta Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gereja se Indonesia), sampai isu pengangkatan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kantor Pemprovsu.
Secara cerdas, lawan-lawan politik Rudolf memakai pers sebagai media kampanye dan meraih mobilisasi dukungan suara, sekaligus berupaya mendelegitimasi kepemimpinan Rudolf Pardede. Mereka juga menggalang kekuatan dengan ormas dan kelompok-kelompok mahasiswa. Dalam fenomena politik mutakhir, pers memang telah menjelma menjadi media driven politics. Dalam arti, dalam setiap momentum politik mustahil menafikan peran pers. Gegap-gempita pemilu tahun lalu adalah satu kasus menarik. Terpilihnya SBY-Kalla sebagai pasangan Presiden/Wakil Presiden, diyakini tidak terlepas dari politik pencitraan yang dilakukan oleh pers, khususnya media elektronik televisi, terhadap pasangan SBY – Kalla.  Pasangan SBY-Kalla dicitrakan sebagai tokoh yang pro perubahan, sementara lawan politik utama mereka, Megawati – Hasyim Musyadi dicitrakan sebagai pasangan yang anti perubahan.. 

Dalam fungsinya sebagai media driven politics, pers menjalankan fungsi penghubung antara elit politik dengan warga. Sebuah fungsi yang dulunya dominan dilakukan oleh partai atau pun kelompok-kelompok politik tertentu. Dalam banyak hal, fungsi  penghubung tersebut semakin banyak yang diambilalih pers. Proses memproduksi dan mereproduksi berbagai sumber daya politik, seperti menghimpun dan mempertahankan dukungan masyarakat dalam pemilu, memobilisasi dukungan publik terhadap suatu kebijakan, merekayasa citra kinerja sang kandidat, dan sebagainya, banyak dijembatani, atau bahkan dikemudikan oleh kepentingan dan kaidah-kaidah yang berlaku di pasar industri media (Deddy N Hidayat: 2004).

Upaya membangun posisitioning lewat citra tertentu yang dibangun melalui pers, memang sah-sah dilakukan para politisi. Apalagi jika mereka tengah berseteru memperebutkan sumber daya politik. Namun yang perlu dikritisi adalah jenis kekuasaan seperti apa yang digunakan untuk membangun pencitraan tersebut.  

Bagi pers sendiri, konflik memang memiliki nilai berita yang tinggi. Tak heran jika ada semacam adagium, ‘semakin berdarah-darah, atau semakin banyak korban yang jatuh, maka semakin tinggi nilai beritanya’.Bad news is good news, begitu mantra yang diamalkan orang-orang pers dalam menjalankan aktivitas jurnalisme. Kecenderungan pemberitaan pers yang lebih mengedepankan unsur konflik dari suatu peristiwa, berkelindan dengan keberadaan pers sebagai institusi bisnis. Berita kini memang lebih diperlakukan sebagai komoditas yang diperjual-belikan seperti halnya barang-barang konsumsi. Sebagai komoditas, pers mencoba berperan seperti “pelayan yang setia” untuk pembelinya. Pers berlomba-lomba menyajikan berita dengan bungkus yang “keras”, “kontroversial”, “sensasional”, “bombastis” dan “unik”. Pokoknya pers memproduksi informasi dengan packaging yang “menjual”.

Logika modal akhirnya lebih dominan menyetir politik pemberitaan pers. Walau pers sebenarnya juga memiliki fungsi sosial: mengasah akal sehat dengan memberi informasi yang kritis (right to know) sebagai bahan untuk menyampaikan pendapat (right to expression) publik.Dominannya logika modal, membuat pers kini bukan lagi sekadar memantulkan bayangan yang ada di masyarakat, tapi juga aktif “mengubah wajah” masyarakat. 

Pada tataran personal, jurnalis juga bukan subyek yang bebas nilai. Jurnalis menganut nilai-nilai tertentu yang mempengaruhi strateginya dalam merepresentasikan fakta yang dikonstruksinya. Nilai itu bisa berasal dari ikatan primordialisme karena basis  kesukuan maupun agama yang dianutnya. Nilai atau perspektif itulah yang ikut menentukan jurnalis ketika membingkai fakta yang diliputnya. Dengan perspektifnya, jurnalis menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana dari fakta-fakta tersebut yang akan ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana isi berita tersebut.
Bahan baku untuk memproduksi fakta media adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Namun bahasa tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat komunikasi, namun juga sekaligus alat untuk memenangkan peperangan simbolik. Karenanya jurnalis dengan politik bahasa yang mereka kembangkan sendiri, atau mengutip narasumber yang didukungnya, berusaha menampilkan situasi, atau definisi realitas versi mereka agar bisa menjadi “pemenang” atau memperoleh simpati dari publik. 

Menurut Teun A. van Dijk, pemakaian kata-kata tertentu, kalimat, gaya tertentu, bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi harus dipandang sebagai suatu politik berkomunikasi; suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperoleh legitimasi dan menyingkirkan lawan atau penentang (Sandra Kartika dkk.,: 2001).
Persoalannya, apakah pers atau jurnalis akan menggunakan “perspektif lama” ketika meliput konflik-konflik politik yang diberi baju agama dan kesukuan oleh para pihak yang berkonflik? Apa sebenarnya yang harus dilakukan pers, memblow-up, meredam, atau mengupayakan resolusi konflik? Perspektif apa yang sebenarnya layak dikembangkan oleh pers ketika meliput konflik politik yang dibalut dengan politik identitas oleh mereka yang berkonflik? Mungkinkah perspektif jurnalisme damai dapat menjadi pedoman bagi jurnalis ketika meliput konflik politik yang sarat dengan politisasi nuansa keagamaan dan kesukuan?
Masalah dan Metode Kajian
Kajian ini berupaya untuk melihat pola pemberitaan media massa dalam meliput berita konflik politik antara Rudolf Pardede dan lawan-lawan politiknya. Ada pun berita yang dijadikan sampel, adalah berita yang mengandung nuansa prasangka negative (hetero stereotip), yang semuanya bermuara untuk memprotes kepemimpinan Rudolf Pardede. Ada tiga isu politik utama yang diamati, yaitu paket bantuan peralatan sekolah yang dikirimkan Ny Vera Tambunan ke sejumlah lembaga pendidikan Islam, kasus rencana penggunaan Asrama Haji Medan untuk penginapan sekitar 400 peserta Pesparawi, dan  pengangkat Kadis Jalan Raya dan Jembatan Pemprov Sumut. 

Ada tiga surat kabar yang dijadikan sampel, yaitu Analisa, Waspada dan Sinar Indonesia Baru. Ketiganya merupakan surat kabar yang cukup terkemuka di Sumatera Utara. Baik dari sisi oplah maupun jumlah pembacanya. Berita-berita tersebut dimuat oleh ketiga surat kabar  sepanjang periode Juli–Awal Agustus 2006. Dari hasil sepanjang periode pengamatan, terdapat 25 item berita dengan rincian seperti berikut ini: 

Tabel 1. Frekuensi Berita Berprasangka Negatif

N = 25
	No
	Peristiwa 
	Nama Media

	
	
	Analisa
	Waspada
	SIB

	1.
	Paket Bantuan Sosial Ny Vera Tambunan 
	1
	3
	1

	2.
	Rencana Penggunaan Asrama Haji Medan untuk Pesparawi
	2
	5
	3

	3.
	Pengangkatan pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprovsu
	1
	1
	8

	
	Total
	4
	9
	12


Adapun metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif dan menggabungkan dengan analisis Framing. Analisis Framing (Framing Analysis) digunakan untuk melihat tendensi perpfektif pemberitaan yang ada, apakah berorientasi pada jurnalisme damai atau jurnalisme perang. Sedangkan analisis isi (content analysis) digunakan untuk melihat objetiktivitas pemberitan ketiga surat kabar. Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini dimodifikasi dari model yang dikembangkan Gamson dan Modigliani. Cara pandang media dipahami sebagai satu gugusan perspektif interpretasi (interpretative Package). Sebuah perspektif memiliki struktur internal, dan pada inti struktur terdapat bingkai inti atau gagasan sentral berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian relevan terhadap peristiwa.

Objektivitas Pemberitaan


Dari sisi penampilan (penempatan berita), berita- berita tentang prasangka negative terhadap Gubsu Rudolf Pardede, oleh  Sinar Indonesia  Baru dan Waspada berupaya menonjolkan peristiwa tersebut dengan menempatkan sebagian besar berita di halaman 1 disetiap edisinya. Sedangkan surat kabar Analisa menempatkan seluruh berita tersebut di halaman dalam. Namun ketiga surat kabar yang diamati sama-sama cenderung mengangkat fakta sosiologis daripada fakta psikologis. 
Narasumber  Dominan: Para Pelaku Konflik dan Jejaringnya
Dari hasil rekapitulasi dan analisis tentang pemberitaan konflik tersebut, terungkap bahwa pemberitaan ketiga surat kabar sangat tergantung kepada sumber-sumber berita dari orang-orang yang berkepentingan atau terlibat langsung dalam konflik. Mewakili pihak yang menentang kepemimpinan Rudolf Pardede, ketiga surat kabar seringkali menampilkan narasumber dari kalangan tokoh agama Islam, intelektual, cendekiawan muslim, anggota Parpol Islam seperti PPP, PKS dan PBB, kader PPP, pengurus MUI  dan tokoh-tokoh agama Islam lainnya.  
Dalam hal ini ada sejumlah nama yang menjadi “langganan” untuk diwawancarai kedua surat kabar, Analisa dan Waspada, seperti ketua IKADI (Ikatan Dai Indonesia) Cabang Sumut, Shakira Zandi, Ketua MUI Sumut Bidang Ukhuwah Prof Drs. Syahrin Harahap MA, dan  Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal, serta beberapa anggota DPRD dari Fraksi PKS, PPP dan PBB. Sedangkan Sinar Indonesia Baru, banyak mengutip pernyataan tokoh senior DPW PPP Sumut, H Muhammad Husni Malik, Kader PPP Ramadhan Siregar, Penasehat F-PDIP DPRSU Jhon Eron Lumbangaol SE, Ketua Fraksi Gabungan DPRDSU Elbiner Silitonga, dan Praktisi Hukum Advocate dan counseller at low Timor Panjaitan SH. 
Sepintas pemilihan narasumber yang dilakukan ketiga surat kabar nampak beragam, namun  setelah dicermati narasumber yang dipilih ketiga surat kabar ternyata adalah jejaring aktor yang memiliki kepentingan yang sama. Akibatnya, ruang pemberitaan pers menjadi arena perang antara kubu yang mendukung Rudolf dan kubu yang melawan Rudolf. Padahal untuk menetraliser keadaan ini, pers seharusnya menampilkan narasumber alternatif yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dengan demikian pemberitaan pers hadir dengan perspektif yang lebih arif dalam menilai konflik tersebut. 
Ketergantungan terhadap narasumber yang terlibat dalam konflik tampak pada berita-berita Waspada, Sinar Indonesia Baru dan Analisa Tabel 2.
Tabel 2 Narasumber Dominan
N = 25

	No
	Narasumber
	Nama Surat Kabar

	
	
	Analisa
	Waspada
	Sinar Indonesia Baru

	1. 
	Tokoh Politik 
	-
	-
	-

	2. 
	Praktisi Hukum
	1
	1
	2

	3. 
	Eksekutif Pusat 
	-
	2
	1

	4. 
	Eksekutif daerah
	2
	5
	3

	5. 
	Pengurus DPW PPP
	2
	2
	6

	6. 
	Pengurus DPW PBB
	1
	1
	

	7. 
	Pengurus DPP PPP
	
	
	1

	8. 
	Anggota FDIP DPRD
	-
	
	5

	9. 
	Kader PPP
	-
	
	

	10. 
	Intelektual Islam
	1
	
	

	11. 
	Intelektual Kristen
	-
	
	1

	12. 
	Pengusaha
	-
	1
	1

	13. 
	Kapoldasu
	-
	-
	1

	14. 
	Tokoh Agama Islam 
	2
	
	-

	15. 
	Pengurus MUI
	2
	3
	2

	16. 
	Wartawan
	1
	-
	2

	17. 
	Organisasi Islam
	2
	3
	1

	18. 
	Anggota Fraksi PPP 
	1
	1
	-

	19. 
	Anggota Fraksi PKS
	1
	2
	

	20. 
	Anggota DPRD SU
	-
	2
	3

	21. 
	Panitia Pesparawi
	-
	1
	1

	Total 
	17
	24
	30

	Jumlah Berita 
	4
	9
	12


Orientasi Pemberitaan 


Dari 9 berita yang dimuat Waspada, 8 item (88,8%), berorientasi jurnalisme perang, sedangkan pada surat kabar Sinar Indonesia Baru, dari 12 berita yang dimuat, sebanyak 9 item (75%) berorientasi jurnalisme perang. Demikian juga harian Analisa, dimana 4 item (100%) berita Analisa  memiliki bingkai inti jurnalisme perang
Hasil-hasil Kajian dan Pembahasan

Waspada dan Analisa :  Konflik Antar Agama  

Kegiatan jurnalisme bukan hanya pada aspek penulisan, tetapi juga berkaitan dengan pemilihan fakta-fakta yang akan dijadikan informasi. Salah satu kekuatan pers adalah melakukan pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta dan pemilihan angle. Dengan kemampuan  seperti itu, pers mempunyai potensi untuk meredam konflik. Namun di sisin lain, kekutan membingkai fakta dengan mengemas sedemikian rupa, juga dapat meningkatkan ekskalasi konflik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Waspada dan Analisa cenderung “hanyut” dalam pemberitaan yang berorientasi perang. Ini terlihat dalam berita berjudul “Pemberian Paket Bantuan Ny Vera Tambunan” dan “Rencana Penggunaan Asrama Haji Medan untuk Penginapan Peserta Pesparawi Nasional”. Bingkai utama pemberitaan yang berorientasi pada jurnalisme  perang yang dimuat Waspada dan Analisa dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pertama, pemberitaan kedua surat kabar tersebut lebih banyak melaporkan aksi unjuk rasa dan pernyataan sikap sejumlah Ormas Islam terhadap tindakan pemberian Paket bantuan pendidikan Ny Vera Tambunan dan kecaman terhadap Rudolf atas rencana penggunaan Asrama Haji Medan untuk penginapan sebagian peserta Pesparawi Nasional. Kedua, Waspada dan Analisa juga lebih banyak melaporkan  kecaman-kecaman sejumlah tokoh dan eli politik tehadap Rudolf Pardede atas beberapa kebijakannya yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umat Islam. Jika dikritisi, pemberitaan kedua surat kabar hanya mengangkat pemicu masalah (triger) dan tidak mengungkap akar masalah yang menimbulkan konflik politik tersebut. Akibatnya publik hanya memperoleh informasi yang kurang komprehensif dari perseteruan politik tersebut.
Waspada dan Analisa menonjolkan bingkai pemberitaan pemurtadan umat Islam atau kristenisasi yang dilakukan Ny Vera Tambunan terhadap sejumlah sekolah Islam. Demikian juga ketika mengemas berita tentang rencana penggunaan Asrama Haji untuk penginapan. peserta Pesparawi. Keduanya membingkai sebagai tindakan penghinaan terhadap umat Islam. Alasannya, Asrama Haji Medan dibangun dengan menggunakan Dana Abadi Umat (DAU) Islam. Karena itu Gubsu dinilai telah menghina umat Islam.

Namun disisi lain, Analisa juga menurunkan news feature yang mempersuasi publik tentang tingginya toleransi Umat Islam di Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Tengah. Di tengah kecamuk polemik penggunaan Asrama Haji Medan, Analisa menulis tentang kisah seorang haji yang PNS, yang sekaligus menjabat sebagai kepala rombongan kontingen Pesparawi Kabupaten Gorontalo. Dituturkan oleh Analisa bahwa Kabupaten Gorontalo yang mayoritas beragama Islam, ternyata mengembangkan semangat toleransi yang sangat baik. Bupati Gorontalo, Fadel Muhammad, dituturkan kerap menelpon Haji Abd Rahim Puhi MM, untuk memantau perkembangan dan kesiapan anggota kontingen dalam Pesparawi.
Sedangkan pemberitaan menyangkut kasus pengangkatan pejabat eselon II dan III dilingkungan Pemprovsu dibingkai Harian Waspada dan Analisa  sebagai tindakan Gubsu Rudolf Pardede untuk merusak harmonisasi di Sumut. Persoalan yang ditonjolkan adalah ketidakpuasan kader PPP terhadap pengangkatan pejabat khususnya eselon II dan  III dilingkungan Pemprovsu yang dinilai kurang memperhatikan aspek proporsional. Namun Analisa tidak menggali lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan istilah “tidak Proporsional”tersebut. Analisa dan Waspada hanya mengutip pernyataan Ketua DPW PPP Fadly Nurzal, yang menegaskan bahwa aspirasi yang mereka bawa bukan kepentingan pribadi tetapi sepenuhnya dari hasil realita yang ada dilapangan, karena itu Fadly Nurzal meminta Rudolf segera mengundurkan diri.  

Dengan pemberitaan seperti itu, Waspada dan Analisa akhirnya menggeser  Konflik politik yang melibatkan Gubsu Rudolf Pardede dan  lawan-lawan  politiknya menjadi  konflik  bernuansa agama dan kesukuan dalam hal ini konflik antara Umat Islam dengan umat Kristen. Sengaja atau tidak, penggambaran seperti itu, membuat kedua surat kabar akhirnya membuat garis demarkasi antara Islam dan Kristen, dimana Kristen dipandang menjadi sumber masalah yang mengganggu ketentraman umat Islam di daerah ini.  
Sinar Indonesia Baru: Konflik Antar Elit Politik
 
Tidak jauh berbeda dengan dua surat kabar sebelumnya, Sinar Indonesia Baru juga menyajikan berita yang berorientasi jurnalisme perang. Bingkai inti jurnalisme perang yang dibangun Sinar Indonesia Baru adalah dengan lebih banyak menyahuti ajakan “perang terbuka” yang dinyatakan bekas Ketua DPW PPP Hasrul Azwar Ajakan  perang ini langsung direspon Sinar Indonesia Baru dengan meminta pendapat sejumlah elit politik yang mendukung Gubsu Rudolf Pardede. 
Hasrul Azwar menuduh Rudolf telah melakukan diskriminasi dalam promosi sejumlah pejabat di lingkungan pemprovsu dengan menerapkan kebijakan “koncoisme” berdasarkan kesamaan suku dan agama. Menyikapi tuduhan tersebut, Sinar Indonesia Baru, menurunkan bingkai utama pemberitaannya dengan menyatakan bahwa Hasrul Azwar sakit hati karena kerabatnya tidak memperoleh posisi strategis dalam pengangkatan pejabat eselon II dan III di lingkungan pemprovsu.

Tentang tudingan bahwa Rudolf dianggap telah bekerjasama dengan birokrasi pemprovsu untuk menyakiti umat Islam dengan  pemberian paket bantuan sosial Ny Vera Tambunan dan ijin penggunaan Asrama Haji Medan untuk penginapan peserta persparawi, Sinar Indonesia Baru menilai bahwa tuduhan tersebut selain dinilai kurang  etis dan tidak logis, juga memalukan karena sampai membawa-bawa klaim agama.  
Dari hasil penelitian terlihat, bahwa  Berita Sinar Indonesia Baru akhirnya menjadi ajang perang hegemoni
 para elit politik yang mendukung dan mengecam Rudolf Pardede.
 Masing-masing pihak menggunakan berbagai pernyataan provokatif untuk  memenangkan agendanya masing-masing 
Konflik Rudolf dan Hyper-realitas Media  


Dalam memberitakan konflik, seharusnya pers tidak melakukan dramatisasi terhadap fakta yang diliputnya. Hiperreality media (realitas yang dilebih-lebihkan oleh media) berpotensi untuk memicu konflik lanjutan, sekaligus menjadi provokasi bagi pihak-pihak yang bertikai. Setidaknya hal ini sudah terbukti di berbagai kasus konflik yang muncul di tanah air. 
Namun perang pernyataan yang bersifat hiperreality masih tetap menjadi sajian setiap hari, yang kemudian diteruskan ke dalam pers dalam berbagai format pemberitaan, termasuk di media elektronik. Pemberitaan konflik politik yang melibatkan Gubsu Rudolf Pardede dan lawan-lawan politiknya, termati jelas adanya distorsi makna yang menu sajian utama ketiga surat kabar yang diteliti. 
Hal ini dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan provokatif dari pihak-pihak berkonflik yang direproduksi oleh ketiga surat kabar begitu saja. Untuk menggambarkan  pemberian paket bantuan pendidikan dari Ny Vera Tambunan dimana di dalamnya didapati selebaran komik bergambar kisah penyaliban Yesus, Waspada dan Analisa menyebutnya sebagai tindakan pemurtadan, Yahudi, Kristenisasi, kekafiran dan kebatilan. Penggunaan istilah ini membangun kesan bahwa tindakan pemberian paket bantuan itu adalah sebuah tindakan yang disengaja untuk mengubah keyakinan umat Islam. Dalam hal ini adalah murid-murid sekolah yang mendapat paket bantuan tersebut.  
Untuk mendekati fakta yang dikonstruksinya, dengan maksud agar wacana fakta media semakin mendekati fakta sosiologis, pers lebih baik menulis bahwa dalam pemberian paket bantuan, didapati ada selebaran bergambar berisi kisah penyaliban Yesus. Apakah gambar tersebut diniatkan untuk misi mengganti agama seseorang, pers bisa menanyakan langsung kepada pihak yang memberikan bantuan. Pers juga dapat mencari komentar narasumber lain yang bisa lebih bersikap objektif dalam memberikan penilaian. Sekaligus menggali pendapat-pendapat yang mendorong ke arah resolusi konflik. 

Pers juga menggunakan istilah “konspirasi” dan “kolaborasi” ketika memberitakan penggunaan Asrama Haji Medan untuk penginapan peserta Pesparawi. Dalam KUBI konspirasi disamakan artinya dengan komplotan, yang berarti persekutuan yang bermaksud melakukan tindak kejahatan.. Sedangkan kolaborasi adalah perbuatan kerjasama dengan musuh. Apakah penggunaan Asrama Haji untuk peserta Pesparawi merupakan bentuk persengkongkolan jahat para pejabat? Pers seharusnya mendalami lebih lanjut masalah tersebut, dan membuat tali-temali antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga berita yang muncul tidak kehilangan konteks.

Kecenderungan pers untuk memilih diksi yang berupaya untuk melebih-lebihkan realitas, dapat ditemukan dari penggunaan kata  seperti “penyusupan ke sekolah Islam”, “menyakiti umat Islam” , “memojokkan Islam”, “menghina Islam”, “menodai umat Islam”. Walau diksi tersebut sebagian berasal atau diucapkan narasumber, namun pers, sesuai dengan kodratnya, seharusnya bersikap kritis terhadap setiap ucapan narasumber. Sikap kritis ditunjukan dengan melakukan verifikasi fakta, apakah memang ada fakta “penyusupan”, “pemurtadan”, “penghinaan”, “pelecehan” dan “pemurtadan umat Islam?”

Hasan Alawi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, mengatakan bahasa komunikasi yang dipraktekkan para elit politik dewasa ini merupakan bentuk vulgarisasi bahasa Indonesia. Menurut Hasan Alawi kecenderungan tersebut merupakan perubahan yang ekstrem dari kramanisasi bahasa Indonesia karena adanya hegemoni semantik yang terjadi selama masa Orde Baru.  

Sementara A. Muis, pakar komunikasi dari komunikasi dari Universitas Hasanudin, memaknai penggunaan bahasa kekerasan itu dengan istilah anarki kata-kata atau anarki simbol-simbol yang dilakukan para elit politik baik dalam komunikasi sosial maupun komunikasi di media massa. Menurut A. Muis, anarki kata-kata merupakan penerjemahan dari model komunikasi politik jarum suntik (hypodermic needle model) yang dilakukan para elit politik kepada masyarakat “awam”. Tujuannya, agar opini publik cepat berubah sesuai dengan maksud para elit politik itu. 

Sebagian besar diksi yang mengeraskan fakta tersebut memang berasal dari ucapan narasumber. Namun menjadi tugas pers untuk melakukan verifikasi. Pers mempunyai tanggungjawab moral terhadap kebenaran informasi, dan kebenaran tidak dapat dilihat hanya dari satu pihak (narasumber) tetapi harus dikonfirmasikan melalui pihak lain sehingga mempermudah pembaca untuk menemukan kebenaran. Namun yang sering terjadi adalah sebaliknya. Wartawan Kompas, Anton Sanjoyo mengatakan,  dalam kancah konflik (elite politik), media massa  adalah “kereta besar” yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Dalam konflik politik, media massa menjadi wahana ampuh bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memojokkan dan  menjatuhkan lawannya 
 Ampuhnya peran media massa dalam mengeskalasi konflik politik tak lepas dari figure politik sebagai wahan kekuasaan yang jauh dari kultur beretika (berkomunikasi). Padahal saat media massa dihadapkan pada konflik dan kekerasan, media seharusnya dapat melakukan mapping, memetakan konflik untuk mencari solusi. Caranya dengan mulai menggunakan prinsip jurnalisme 5 W + 1 H  ditambah dengan unsur S (Solusi). Dalam hal ini pers memberi ruang yang cukup untuk pemikiran lain yang netral, rasional, dan kredibel, agar terjadi diskuisi sosial untuk mencari solusi yang paling kecil resikonya
 

  
Karena itu agenda media tidak hanya dipenuhi oleh pernyataan pihak yang bertikai, tetapi lebih banyak menampung suara pencinta perdamaian, atau jeritan pihak yang menderita karena konflik tersebut, atau kepada mereka yang tidak pernah diberikan kesempatan untuk bersuara. Giving voice to the voiceless
Pers Dituntut Bersikap Arif
Jika dicermati, konflik politik yang semula berasal dari persoalan hukum, kini mulai digeser dan dibalut dengan nuansa agama dan kesukuan. Politisasi agama dan kesukuan yang dilakukan sejumlah elit politik, seharusnya disikapi secara arif oleh pers. Persoalannya jika pers sampai ikut terseret dengan sentimen SARA dalam pemberitaan mereka, yang menguat justru terbangunnya sikap prasangka antar berbagai kelompok sosial di masyarakat. Asumsinya, seperti sudah disebut sebelumnya, pers mempunyai kekuatan yang ampuh dalam mempengaruhi khalayaknya. 

Oleh karena itu metode kerja pers dalam meliput konflik politik yang dilabeli upaya-upaya politisasi agama dan kesukuan, harus memperoleh perhatian khusus. Jurnalis tak bisa lagi menggunakan metode kerja mereka seperti ketika mereka meliput konflik buruh – pengusaha, atau konflik petani – perusahaan multinasional.
Pertama, pers harus menyadari tentang dampak yang mungkin ditimbulkan dari berita yang diproduksi. Apalagi jika bahan baku berita tersebut berasal dari informasi yang dibalut dengan membangkit-bangkitkan simbol agama dan kesukuan yang berpotensi menyuntik sentimen massa. Pers harus mampu menseleksi mana fakta yang layak untuk diungkap, dan mana yang tidak karena sejumlah pertimbangan etis. Seleksi fakta dilakukan untuk menyortir pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengganggu kohesi sosial yang sudah terbangun. Ibarat talang air yang menggerojog deras, pers harus mampu membuat alat penyaring agar “kotoran-kotoran yang ada” mampu disaring. 

Kedua, pers juga diharapkan mampu mencari narasumber alternatif, yang tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Dengan menghadirkan narasumber yang netral, diharapkan pemberitaan pers hadir dengan perspektif yang lebih arif dalam menilai konflik tersebut. Atau lebih beragam, dan tidak hitam putih, dalam menilai konflik politik tersebut. Salah satu perspektif pemberitaan yang perlu dikembangkan pers adalah perspektif pluralisme, yang menjamin tidak adanya pemaksaan kebenaran oleh satu kelompok terhadap kelompok lain.
Ketiga, pers barangkali bisa belajar dari prinsip yang dianut para jurnalis perdamaian. Menurut Annabel McGoldrick dan Jake Lynch, perumus utama konsep Jurnalisme Damai, pekerjaan jurnalis pertama-tama memang melakukan intervensi. Pilihannya kemudian adalah pada etika jurnalis. Apakah campur tangan jurnalis itu digunakan untuk mendukung terciptanya perdamaian, atau sebaliknya? 

Jurnalis memang bukan pengobar konflik. Namun lewat kekuatan kata-kata, pers dapat memantik konflik lanjutan dalam arti yang sebenarnya. Kita barangkali dapat belajar dari kasus negara lain. Di Yugoslavia, pers memainkan peran dalam mengubah warga yang semulai damai menjadi saling bermusuhan. Bahkan dapat dikatakan, kampanye pers yang bersifat menghasut itu adalah pra kondisi tidak hanya bagi perang itu sendiri, tapi juga bagi kekejaman yang mula-mula diperanginya. Orang-orang yang semula bertetangga, berteman, berhubungan sebagai rekan kerja dan teman sekolah, berbalik saling melawan, saling membunuh, dan saling menjarah benda. 

Kita juga bisa belajar dari kasus genosida di Rwanda. Banyak media di sana, khususnya Radio Television de Milles Collines (RTLM) seakan-akan didirikan  sebagai alat pembunuhan. Dalam setiap siaran, mereka mengobarkan kebencian: mayoritas suku Hutu dihasut agar membenci minoritas suku Tutsi. Lalu sesudah itu orang-orang Hutu didorong, bahkan diperintahkan membunuh orang-orang Tutsi. Suku Tutsi itu diburu bagai celeng, dicari sampai ke tempat-tempat perlindungan, bahkan sampai ke rumah-rumah ibadat. Hingga gereja dan mesjid pun jadi salah satu ladang pembantaian terbesar selama masa genosida, dan itu berkat media (Ging Ginanjar: 2004). 

Memang benar, tanpa RTLM dan media penghasut kebencian lainnya, pembantaian terhadap orang-orang Tutsi yang memakan korban sampai 800.000 orang akan tetap berlangsung. Namun pers telah memberi andil untuk mengobarkan rasa benci menjadi tindak pembantaian yang biadab tersebut! Jika jurnalis dan pers bisa mensugesti orang untuk melakukan “perang”, logikanya jurnalis dan pers juga bisa mendorong orang untuk membangun perdamaian. 

Keempat, pers juga diharapkan dapat terus-menerus melakukan tekanan kepada aparat hukum untuk segera menuntaskan kasus dugaan pemberian keterangan palsu Rudolf Pardede. Hanya dengan penyelesain secara hukum, konflik politik tersebut dapat diselesaikan secara elegan. 
Pers memang tidak dituntut sebagai juru damai, namun lewat posisinya yang strategis dalam menjembatani komunikasi para pihak yang  bertikai, pers dapat berperan seperti obor yang mampu memberikan penerangan dan pencerahan para pihak yang berkonflik, termasuk khalayak pers sendiri. Dengan kata lain, fakta media yang disuguhkan pers diharapkan dapat berperan untuk menjaga dan merawat pluralisme di Sumatera Utara. Semoga!
----,,----

Jurnalisme "Panik", 
di Tengah Publik yang Panik

Riset Pemberitaan Flu Burung 

Oleh J Anto 

Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS) Medan

"Kematian Iwan dan dua anaknya tidak hanya menggemparkan warga Pondok Cempaka II, Vila Melati Mas, Serpong, Tangerang. Indonesia pun geger. Kematian yang didahului penyakit pernapasan memicu isu flu burung. Dalam sekejap, para konsumen mulai menjauhi ayam. Bisnis ayam sontak merosot. isu flu burung bagai teror bom yang menakutkan" (Investor Daily, 21/7/2006).

"Informasi yang simpang siur tentang penyakit flu burung saat ini membuat masyarakat panik. Masyarakat merasa takut dengan ancaman penyakit yang mematikan itu ....." (Sinar Indonesia Baru,19 Juli 2005).

"Walau wakil presiden dan para menteri sudah mempromosikan makan ayam, tapi flu burung masih menjadi momok di negeri ini. Kemarin, Sayuti, 32 tahun, seorang guru Tsnawiyah di Percutseituan, dilarikan ke RSUP H Adam Malik karena dicurigai mengidap penyakit yang disebabkan virus avian influenza tersebut". (Sumut Pos, 3/8/2006)

Kutipan teks berita di atas masih bisa diperpanjang lagi. Namun pesan yang hendak dibangun pers sudah terang. Menurut pers, virus flu burung telah "mengganas", menimbulkan "kepanikan" dan "menggegerkan" masyarakat. Tak hanya di kalangan warga biasa "kepanikan" itu terjadi, tapi juga di kalangan pejabat dan pekerja medis. Simak misalnya perintah Menkes Siti Fadilah Supari untuk "menangkap" pasien flu burung, dan imbauannya agar masyarakat tidak mengkonsumsi ayam dan telor ayam ("Menkes Minta Puskesmas Tangkap Pasien Flu Burung", Waspada, 26/2/06). Atau pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa wabah flu burung lebih parah dari tsunami (Waspada, 24/10/06).

Di Medan, Sumatera Utara, liputan "kepanikan pers" tergambar ketika pers menyesalkan keberangkatan dua orang Camat Medan yang berangkat studi banding ke luar negeri, walau daerahnya terkena flu burung ("Enam Camat Daerah Flu Burung Bepergian Ke LN, DPRD Belum Respon", Waspada, 27/7/06). Menurut pers, kedua Camat itu dinilai tidak peduli terhadap "kepanikan" warga. Pers juga menuturkan "keberangan DPRD Sumut karena virus flu burung bisa `lolos' ke Sumut, sementara pemerintah daerah telah menganggarkan Rp 12 milliar untuk mencegah penyebaran virus flu burung ke Sumut" (Sinar Indonesia Baru, 22/7/06).

Di Binjai, sekitar 20 KM arah barat kota Medan, enam orang peternak di Komplek Pahlawan, diberitakan "secara klinis terindikasi flu burung". Hal ini, demikian pmberitaan pers, didasarkan pada hasil pemeriksaan medis oleh Puskesmas Kebun Lada. Ke enam orang tersebut kemudian diperiksa secara intensif di RSUP H Adam Malik. Ketika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keenamnya dinyatakan tidak terindikasi virus flu burung, pers tetap menulis berita tersebut. Judulnya: "Pasien Terindikasi Flu Burung Dirawat di RS Adam Malik".

Ketika pejabat publik tak lagi dilanda rasa panik, misalnya belakangan seperti ditunjukkan Wakil Presiden dan para menteri yang mempromosikan masyarakat untuk tak lagi takut makan ayam, pers tetap menulis bahwa virus flu burung masih merupakan "momok".

Strategi Pengerasan Fakta
Fakta media (berita) memang tak lagi sekedar cermin atau pantulan dari realita. Jurnalis dengan dengan segala subjektifitasnya mendefinisikan realita sesuai dengan perspektif dan kepentingan mereka. Jurnalis secara sadar melakukan proses pembingkaian ketika merekonstruksi realitas. Pembingkaian adalah proses seleksi berbagai aspek realitas dan menjadikan realitas hasil seleksi itu menjadi lebih menonjol dalam pemberitaan. Penonjolan aspek realitas atau isu ditujukan agar informasi menjadi lebih menarik pembaca.

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrumen utama untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, ataupun ilmu pengetahuan tanpa bahasa. Selanjutnya penggunaan bahasa (simbol) tertentu menentukan format narasi (dan makna) tertentu. Sedangkan jika dicermati secara teliti, seluruh isi media entah media cetak ataupun media elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik, grafik, angka, dan tabel).

Melalui pilihan diksi, pers membingkai suatu peristiwa sehingga menghasilkan fakta media (berita), yang bisa menggiring publik untuk memaknai fakta media tersebut sesuai dengan kepentingan pers. Dalam konteks liputan wabah flu burung, bingka pemberitaan yang menonjol adalah penggambaran pers tentang kepanikan warga dan pejabat publik. Ada beberapa strategi pemberitaan yang dilakukan pers untuk membangun bingkai pemberitaan yang menakut-nakuti tersebut. Berikut beberapa contoh kutipan teks berita tersebut:

"Penyakit flu burung (avian influenza) makin mengganas. Setelah Iwan Siswara Repel (petugas auditor BPK) dan kedua putrinya meninggal beberapa waktu lalu, kini korban terus berjatuhan. Rini Dinar (37), warga Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, juga menjadi korban keganasan virus ini" (Jawa Pos, 27/9/06).

Kata "mengganas" dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), berarti menyerang dan mengamuk dengan hebatnya. Pilihan kata "mengganas" menggiring pada pemahaman bahwa virus flu burung tidak dapat dikendalikan dan akan menyerang siapa saja serta mematikan. Lihat misalnya kalimat atributif yang menerangkan sifat virus flu burung yang "ganas" tersebut: "....kini korban terus berjatuhan." Kalimat atributif sepert iini hendak mempersuasi publik bahwa satu per satu warga meninggal akibat tertular virus flu burung.
Padahal fakta sebenarnya, secara medis penularan virus flu burung dapat dihindari dan dicegah. Misalnya dengan menjaga daya tahan tubuh seseorang dengan cara memakan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Upaya lain yaitu dengan mengolah atau memasak unggas dengan cara yang benar, yaitu dengan memilih unggas yang sehat (tidak terdapat gejala-gejala penyakit pada tubuhnya). Juga memasak daging ayam atau unggas sampai suhu kurang lebih 80 derajat celcius selama satu menit, dan pada telur sampai dengan suhu kurang lebih 64 derajat celcius selama 4,5 menit (Sumber: http://www.depkes. go.id).

"Untuk membendung penyebaran flu burung, petugas kesehatan harus jemput bola. Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari meminta Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menangkap pasien flu burung. Hal itu disampaikan Menkes seusai peluncuran pemurni air minum Rahmat di kantor Menko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (28/2)".

Kata "menangkap", walau jurnalis hanya mengutip pernyataan narasumber, selain kurang tepat dikenakan pada seseorang yang diindikasikan tertular virus flu burung, juga dapat membangun pemahaman seolah orang tersebut adalah pelaku kriminal. Atau orang yang disangka melakukan suatu kejahatan. Seseorang yang terkena virus flu burung jelas bukan pelaku kejahatan. Mereka adalah korban dari ketidakmampuan negara dalam melindungi kesehatan warganya dari serangan virus berbahaya. Dengan demikin korban adal person yang membutuhkan simpati dan empati, bukan malah diperlakukan seperti pelaku kejahatan. Apalagi korban di sini adalah person yang secara pribadi sebenarnya tidak menghendaki tertular virus flu burung.

Pers seharusnya bisa selektif ketika mengutip pernyataan narasumber, sekalipun narasumber itu seorang menteri. Soalnya seorang menteri, walaupun memiliki komptensi dibidangnya, namun juga tidak luput dari kesalahan. Namun di kalangan jurnalis, masih sering muncul pemahaman bawa setiap pernyataan narasumber adalah fakta. Hal ini ditambah dengan warisan langgam kerja lama yang selalu menampik fakta-fakta lain di luar sumber otoritas resmi sebagai fakta yang “tidak benar” Akibatnya prinsip verifikasi diabaikan. Namun di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan tentang etos kerja jurnalis yang masih rendah.

Ada juga contoh kutipan teks berita yang lain: 

"Komisi B DPRD Sumut  sangat berang melihat kinerja Kadistan (Kepala Dinas Peternakan) Sumut yang tidak becus menangani virus flu burung, sehingga bisa `lolos' memasuki daerah ini, padahal pencegahannya telah dianggarkan dalam APBD Sumut TA 2004 sebesar Rp 12 miliar".

Dari teks berita tersebut, pers sebenarnya hendak menggambarkan kekecewaan Sekretaris dan seorang anggota Komisi B DPRD Sumut terhadap kinerja Kepala Dinas Peternakan Sumut, yang dipandang tidak bisa mencegah masuknya virus flu burung ke Sumatera Utara. Padahal menurut mereka, Pemprov Sumut telah menganggarkan dana Rp 12 miliar untuk melakukan pencegahan penyebaran virus flu burung.

Sudah tentu, kecewa berbeda artinya dengan berang. Sebab menurut KUBI berang artinya sangat marah, atau sangat gusar. Jika dalam lead jurnalis menurunkan kata sangat berang, itu artinya publik memahami bahwa anggota dan sekretaris Komisi B itu sangat-sangat berang! Bingkai pemberitaan seperti ini digunakan pers untuk menonjolkan bahwa anggota dewan juga sebenarnya dilanda kepanikan dengan masuknya virus flu burung ke Sumut. Karenanya mereka menjadi sangat-sangat berang!

Simak juga kutipan teks berita berikut ini:

"Walau wakil presiden dan para menteri sudah mempromosikan makan ayam, tapi flu burung masih menjadi momok di negeri ini. Kemarin, Sayuti, 32 tahun, seorang guru Tsnawiyah di Percutseituan, dilarikan ke RSUP H Adam Malik karena dicurigai mengidap penyakit yang disebabkan virus avian influenza tersebut". (Sumut Pos, 3/8/05)

Momok menurut KUBI berarti: pertama, hantu untuk menakut-nakuti anak, kedua sesuatu yang menakutkan karena berbahaya, ganas. Virus flu burung jelas bukan hantu, ia adalah fakta medis berupa virus, yang memang berbahaya bagi manusia, khususnya jika kondisi tubuh seseorang tidak dalam keadaan bugar. Penularannya juga bukan tanpa bisa dicegah. Soalnya virus ini hanya menular dari unggas ke unggas, dan dari unggas ke manusia, melalui air liur, lendir dari hidung dan feces. Penyakit ini dapat menular melalui udara yang tercemar virus HSN1 yang berasal dari kotoran atau sekreta burung/unggas yang menderita flu burung. Penularan dari unggas ke manusia juga dapat terjadi jika bersinggungan langsung dengan unggas yang terinfeksi flu burung.
Pers juga sering memunculkan kata "dicurigai" yang dilabelkan pada seseorang yang diindikasikan (suspect) tertular virus flu burung. Pilihan diksi semacam ini sebenarnya dapat membangun kesan negatif pada korban. Mirip seperti kata "menangkap", korban justru akhirnya diperlakukan seperti penjahat. Istilah lain yang sering digunakan untuk mengkonstruksi seorang yang meninggal karena virus flu burung adalah "tewas". Misalnya seperti judul headline berikut: "Keluarga Iwan Tewas Kena Flu Burung, 350 orang Terus Dipantau" (Sumut Pos, 21/7/OS).

Kata tewas biasanya digunakan pers untuk prajurit atau gerilyawan yang meninggal di medan perang. Atau untuk mereka yang meninggal akibat kecelakan, atau terkena bencana alam. Pilihan kata tewas untuk merepresentasikan fakta meninggalnya keluarga Iwan akibat firus flu burung selain tidak berempati terhadap korban, juga membangun nuansa kengerian di benak publik tentang virus flu burung.

Strategi pengerasan fakta, lewat pilihan diksi yang kerap melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya, secara jurnalistik memang mampu merebut perhatian publik. Namun pengerasan fakta di sisi lain juga dapat menimbulkan efek kepanikan publik. Politik pemberitaan seperti ini sebenarnya berkebalikan dengan yang umumnya dilakukan pers sewaktu hidup di era orde baru. Dulu pers kerap memunculkan eufimisme dalam merepresentasikan fakta yang mereka tulis. Akibatnya publik kerap dipaksa untuk membaca suatu peristiwa dibalik kata-kata resmi yang tercetak (read between the line).

Generalisasi Fakta

Strategi lain yang dilakukan pers adalah melakukan generalisasi atau asimilasi bahasa untuk memberikan efek berlebihan saat menggambarkan objek liputannya. Ketika memberitakan seorang warga di Desa Percut Seituan terindikasi virus flu burung, pers menurunkan judul berita seperti berikut: "Warga Percut Seituan Diduga Kena Flu Burung" (Sumut Pos, 3/4/06). Ketika objek berita yang hanya satu orang direpresentasikan sebagai "warga", maka publik pembaca bisa memiliki kesan bahwa yang terkena virus flu burung adalah seluruh warga Percut Seituan.

Judul judul berita yang bias dan membangun kesan objek menjadi sangat besar juga didapati dalam judul judul berita berikut ini: "Terindikasi Ada Flu Burung di Tanah Karo" (SIB, 5/4/06). Berita tersebut sebenarnya menginformasikan tentang seekor ayam yang mendadak mati di sentra produksi yang ada di Kecamatan Juhar dan Tigabinanga, Kecamatan Kabanjahe. Berdasarkan hasil pemeriksaan darah ayam tersebut memang terindikasi terserang virus flu burung. Namun membaca judul berita SIB, yang terbangun di benak publik adalah seluruh daerah di Tanah Karo sudah terindikasi penyebaran virus flu burung.
Seperti sudah disinggung sebelumnya, generalisasi fakta pada hakikatnya menunjukkan adanya bias representasi terhadap fakta yang diliput pers. Dengan melakukan generalisasi fakta, efek yang hendak dibangun pers adalah persuasi bahwa penyebaran virus flu burung sudah meluas. Biasa representasi fakta di sisi lain juga memperlihatkan bahwa paradigma yang dianut pers memang belum beranjak dari kepentingan komodifikasi informasi dalam rangka bertahan dari persaingan pasar media yang ketat. 

Generalisasi fakta, misalnya melalui pemunculan nominalisasi, biasanya dilakukan oleh elit politik ketika mereka terlibat dalam kontestasi politik. Misalnya seorang politikus dari partai politik yang berideologi agama tertentu, ketika secara individual terlibat dalam perseteruan politik, untuk menambah bobot representasi kepentingan politiknya, ia mengklaim bahwa umat agama tertentu tersinggung dengan pernyataan politik dari lawan politiknya.
Identias Korban

Beberapa pemberitaan yang dikaji juga menunjukkan kecenderungan adanya upaya pers untuk menulis identitas korban secara lengkap. Misalnya berita seorang warga di Percut Seituan yang terindikasi virus flu burung, selain disebutkan namanya secara lengkap, juga disebut tempat dimana korban tinggal (nama kecamatan, kelurahan clan lingkungan). Penyebutan identitas korban secara rinci, selain mengganggu psikologis korban dan keluarganya, juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Di tengah masyarakat yang masih banyak didominasi cara berpikir yang kurang rasional, hal-hal yang tidak diharapkan bukan mungkin tidak terjadi pada korban.

Di sisi lain, asas keterbukaan yang menjadi ruang bagi media pers, sering disalahrtikan. Seolah-olah jurnalis berhak untuk mengaduk-aduk fakta privat korban untuk dijadikan informasi publik. Persoalannya, jurnalis sering mencampurbaurkan antara fakta personal dan fakta publik. Fakta personal merupakan domain dengan hak yang melekat secara asasi pada person bersangkutan. Seseorang memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan apakah fakta personalnya boleh atau tidak boleh diceritakan kepada orang lain (Ashadi Siregar: 2002).
Sebenarnva kaidah jurnalisme sudah memberikan batasan sejauhmana sesungguhnya suatu takta personal boleh menjadi informasi media. Pertama dari aspek etis, menyangkut person yang bersangkutan, yaitu adanya kerelaan atau kesetujuan untuk terpublikasi. Kedua, dengan format berita yang biasa disebut sebagai human interest story. Sayangnya, human story sering dilihat hanya sebagai cerita personal yang menarik. Padahal menurut Ashadi Siregar, huma story sebenarnya dapat dikaitkan dengan tujuan jurnalisme, yaitu menyadarkan masyarakat akan fakta-fakta sosial, dan pada dataran kultural dapat mengasah penghayatan warga akan kehidupan manusia (Ashadi Siregar: 2002, hlm 45). Namun dalam banyak pemberitaan, jurnalis seolah abai dalam hal ini. Bagi jurnalis, penderitaan seseorang seringkali justru menjadi sumber komodifikasi informai, yang akhirnya mengabaikan empati kemanusiaan jurnalis terhadap korban sebagai manusia. 

Pemberitaan Model Jarum Suntik

Dalam konteks untuk mencerdaskan rakyat, pers memiliki peranan yang strategis dalam mendorong rakyat untuk mengasah akal sehat mereka. Walau terjadi banyak perdebatan tentang dampak pemberitaan pers terhadap rakyat, namun sejumlah pakar komunikasi percaya bahwa pers bisa membentuk opini dan memperkuat keyakinan seseorang. Pemberitaan pers bisa menjadi faktor penguat atas keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang dianut seseorang atau masyarakat.

Eksposing pers yang berlebihan terhadap pemberitaan virus flu burung, di satu sisi selain bisa mendorong terjadinya eskalasi kepanikan pembaca, juga dapat mendorong rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang proporsional.

Sebagai contoh ketika merebak penyebaran virus SARS sekitar tahun 2003. Pers memberitakan perilaku "aneh" sejumlah warga di Batam yang beramai-ramai menempatkan ramuan cuka dan bawang putih di pintu dan ventilasi rumah mereka agar terhindar dari virus SARS! Sekelompok masyarakat lain berusaha mencegah SARS dengan meminum minuman rebusan air kacang ijo dicampur gula aren, menghirup uap cuka putih dan rebusan kacang hijau dan ketela. Bahkan ada ada ada yang mengatakan SARS dapat dicegah dengan minum urine sendiri.
 
Secara medis vaksin penangkal virus SARS memang belum ditemukan. Namun belum juga ada yang membuktikan bahwa cuka putih, rebusan kacang hijau, lobak dan campuran cuka, serta bawang putih dapat menangkal virus SARS. Yang jelas, secara medis rebusan kacang hijau dan ketela berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung vitamin B dan C, serta memiliki protein yang tinggi.

Munculnya reaksi yang berlebihan, yang dilakukan sejumlah warga yang panik dengan merebaknya virus SARS, jelas karena mereka kurang memperoleh informasi yang benar dari pers. Disamping itu, bingkai pemberitaan pers memang lebih menonjolkan untuk menakut-nakuti rakyat waktu itu. Simak misalnya judul judul berita berikut ini. "Seluruh warga Indonesia Diimbau Tidak Bepergian Ke Singapura. Ayah, Ibu, dan Adik dari Pelajar Warga Yang Tewas juga Terkena Virus SARS" (Sinar Indonesia Baru, 1/4/03), "Pengawasan Kesehatan Di Bandara Longgar, Warga Medan Terancam SARS. Diskes T. Balai Siaga I Antisipasi SARS" (Waspada. 1/4/03). "Ribuan Penumpang Kapal Sinabung Ketakutan Penderita SARS" (Analisa, 8/4/03). "Masker bukan Jaminan. SARS Tetap Bisa Menembus dan Masuk ke Mulut atau Hidung” (Sumut Pos, 2/4/03).
Penutup

Bingkai pemberitaan yang membangun ketakutan pembaca melalui strategi pengersan fakta dan generalisasi fakta, jelas bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jurnalis bekerja dan menjadi bagian dari institusi sosial yang juga tidak dapat dipisahkan dari kepentingan bisnis: institusi pers. Tarik menarik antara kekuatan kapitalisme media seringkali mengorbankan fungsi pers sebagai institusi sosial. Persaingan antar media yang semakin sengit, apalagi sejak reformasi jumlah media pers bertambah drastis, menjadikan pemberitaan sejumlah media pers Iebih banyak mengedepankan sensasi, bombabtis dan mendramatisir realitas.

Akibatnya informasi pers tidak lagi memberikan pencerahan, atau mendorong publik untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Ketika kepentingan komodifikasi lebih kuat dibanding kepentingan sosial pers untuk memberikan informasi yang kritis, pada hakikatnya pers telah kehilangan sisi yang paling fundamental dari dimensi kebebasan pers: freedom for? Ya, pers sekarang ini sudah bebas (freedom from), tapi bebas untuk apa?

Bebas untuk meliput dan memberitakan penderitaan korban yang disangka terkena virus flu burung, SARS, HIV/AIDS semata sebagai komoditas informasi? Atau menjadikan korban sebagai pintu masuk bagi lahirnya jurnalisme yang digerakkan oleh pengharapan akan masa depan yang lebih baik? Bahwa teknologi medis akan selalu menjanjikan untuk membawa kehidupan manusia yang lebih baik lagi.
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� 


� Hegemoni  merupakan penaklukan daya piker kritis masyarakat lewat bahasa oleh penguasa (pemegang otoritas kekuasaan sipil, militer, intelektual, ideology, maupun agama ) dilkukan untuk mempertahankan kekuasaannya, melalui diskursus sistimatik, terarah dan berkelanjutan sehinggarakyat menerima sebuah ide, gagasan atau rezim secara sukarela (public consent).  


� Sejumlah pengamat media menyatakan bahwa wartawan lebih sering mempraktekkan talking  journalism, yaitu jurnalisme omongan dengan modus kerja mengutip pernyataan seorang pejabat dan melakukan counter atas pernyataan tersebut. 


� Anton Sanjoyo, “Bahasa Perang: Sukses elit politik, kegagalan Pers”, Jurnal Sendi N0 4-5, Tahun 2001 hlm. 122


� Henry Subiakto, “ Jurnalisme Perdamaian adakah Dalam Pemberitaan SI MPR”, Jurnal Sendi No.4-5, Tahun 2001., hlm 129.


� Hasil riset ini merupakan penyempurnaan dari makalah penulis yang pernah disampaikan dalam "Media Workshop" yang diadakan Tanoto Foundation di Hotel Sibayak, Brastagi, 29 - 30 April 2006.


� Sebagai bahan perbandingan, bencana gempa bumi yang disusul tsunami yang menimpa masyarakat Aceh dan Nias, Sumatera Utara pada 26 Desember 2004, telah merengut korban jiwa lebih dari 200.000 orang meninggal, ratusan ribu lainnya terluka, dan menimbulkan kerugian material tidak kurang dari Rp 400 triliuan. Upaya membangun kesadaran pubik atas bahaya penyebaran virus flu burung, seperti dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebenarnya tak etis dilakukan dengan membanding-bandingkan dengan bencana tsunami. Dari sisi nilai berita, pernyataan presiden memang layak kutip. Namun di sisi lain, pernyatan seorang pejabat yang kontroversial kemudian dijadikan judul berita, sekaligus menunjukkan bahwa pers kita memang lebih mengutamakan unsur konflik atau kontroversi dibanding berempati terhadap korban tragedi kemanusian (baik karena bencana tsunami maupun wabah flu burung). 


� Dengan menurunkan judul seperti di atas, secara tidak langsung pers sebenarnya sudah menggugurkan atau menganggap tidak ada berita tersebut. Logikanya karena pers telah membantah hasil pemeriksaan Puskesmas Kebun Lada, Binjai, dengan mengutip pernyataan dari pihak RS Adam Malik, yang tentu saja dari sisi peralatan medis lebih kredibel dalam mendiagnoasa apakah seseorang terkena virus flu burung atau tidak. Namun unikknya, pers tetap memberikan identifikasi bhwa keenam warg Binjai terindikasi flu burung.


� Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik, 2004, Penerbit Granit, Jakarta.


� Seorang wartawan dalam workhsop yang dihadiri penulis, tidak dapat menerima pernyataan penulis bahwa pernyataan seorang pejabat harus diverifikasi. Misalnya ketika Menteri Kesehatan menyatakan bahwa dalam radius 10 kilometer dari lokasi ditemukannya ayam yang terkena virus flu burung, maka daerah tersebut juga secara otomatis juga terkena serangan virus flu burung. Namun penulis tetap mengingatkan bahwa seorang jurnalis harus disiplin dalam menerapkan prinsip verifikasi. Sebaiknya jurnalis, untuk menghasilkan fakta yang lebih akurat, juga harus melakukan verifikasi dengan mendatangi wilayah yang berada sekitar 10 KM dari lokasi ditemukannya ayam yang terkena virus flu burung.  Ketidakdisiplinan atau kemalasan dalam melakukan verifikasi mengakibatkan fakta media yang ditulis jurnalis bersifat generalisasi.


� “Kacang Hijau dan ketela Cegah SARS”, Sumut Pos, 7/4/03.
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